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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian tersebut di atas 
dapat diperoleh kesimpulan bahwa: 
Penerapan hak imunitas memiliki keterkaitan yang erat dengan 
profesionalitas advokat. Penerapan hak imunitas ini dihadapkan dengan 
peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Dengan kata lain 
penerapan hak imunitas terbatas dan tidak bisa digunakan dengan sewenang-
wenang tersebut tetapi harus berdasarkan pada undang-undang dan kode etik 
profesi. 
 Keberlakuan hak imunitas ini adalah terbatas, maksudnya hak ini 
akan tidak berlaku apabila terjadi suatu pelanggaran hukum yang sanksinya 
akan dihadapkan kepada advokat itu sendiri. Sanksi yang didapatkan oleh 
advokat dapat berasal dari peradilan umum dan/atau peraturan Profesi 
Advokat. Untuk hal ini Organisasi Advokat sangat dibutuhkan dalam 
penerapan hak imunitas advokat tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengawasi 
dan memberi perlindungan kinerja profesi advokat dalam menggunakan hak 
imunitas pada saat menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan 
bertujuan untuk mencerminkan profesi terhormat (officium nobile) 
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B. Saran 
Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis dengan segala 
keterbatasan dan kerendahan hati, di akhir penulisan hukum/skripsi ini ingin 
memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi semua pihak: 
1. Agar Profesi Advokat dapat menjalankan tugasnya dengan bijak dan patut 
maka dalam menjalankan kewajibannya sebagai penegak hukum harus 
berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode 
etik profesi. Profesi Advokat tidak menjalankan tugas hanya untuk 
mendapatkan segi materi atau lebih mengutamakan kepentingan pribadi, 
tetapi berusaha untuk mencerminkan profesi terhormat (officium nobile) 
kepada masyarakat.  
2. Agar dewan kehormatan Organisasi Advokat lebih cermat dalam 
melakukan pengawasan dan juga perlindungan terhadap kinerja dari 
Profesi Advokat tersebut. Apabila terjadi penyimpangan Profesi Advokat 
dalam menjalankan tugasnya, hendaknya dewan kehormatan Organisasi 
Advokat dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap Profesi Advokat 
yang melakukan pelanggaran tersebut. Hal ini bertujuan untuk 
memberikan citra yang baik terhadap masyarakat dan membentuk Profesi 
Advokat yang profesional. 
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